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ABSTRAK 

Riduan (2022):  Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Parkir Di Pasar Datuk 

Rubiah Kecamatan Bangko Berdasarkan Perda Rokan Hilir 

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum  Menurut 

Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah 

 

 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dengan potensi pelanggaran 

ketertiban umum di Jl. Inpres depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, 

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melalu perda nomor 3 Tahun 2014 dalam 

hal ini, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan Ketertiban Umum. Ada tiga 

persoaalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana peran Satpol PP 

dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, (2) Apa 

Faktor Faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di 

Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah 

terhadap Peran Satpol PP dalam menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah 

Kecamatan Bangko. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapanngan (Field Research), Serta 

penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bermanfaat untuk 

memberikan memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme penertiban parkir 

di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, kemudian data tersebut diuraikan, 

dianalisis, dan dibahas untuk menjawab masalah tersebut. 

 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Penertiban parkir di Pasar 

Datuk Rubiah Kecamatan Bangko tidak berjalan secara maksimal dan belum 

sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang 

ketertiban umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam 

penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang 

dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya 

Pemerintah membuat taman zona khusus parkir diluar badan jalan sehingga tidak 

ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan 

peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara 

lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan. (2) Faktor yang 

mempengaruhi penertiban parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko 

adalah biaya operasional yang minim dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko. (3) menurut tinjauan 

dusturiyah tentang peran Satpol PP dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk 

Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan daaerah 

Rokan Hilir nomor 03 tahun 2014 tentng Ketertiban Umum yaitu sesuai dengan 

siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Kata Kunci: UU Nomor 3 Tahun 2014, Penertiban Parkir, Peraturan daerah, 

Siyasah Dusturiyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Perkotaan tidak pernah terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan 

bahkan perannya sangat besar dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. 

Kegiatan ekonomi primer, skunder maupun tersier menjadi suatu bentuk kegiatan 

sebab pertumbuhan dan perkebangannya dan beberapa fungsi ini menjadi daya 

tarik bagi penduduk. Di lain hal kelompok kegiatan, fasilitas dan penduduk yang 

berhubungan dengan public menjadi faktor menarik dalam kegiatan ekonomi. 

Kemudian karena aktifitas tersebut terjadi interaksi dinamis antar penduduk, 

fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi. 

Pembangunan daerah juga tidak dapat terpisahkan dari salah satu asas  

yang tercantum dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 berkenaan dengan 

pemerintah daerah yaitu asas desentralisasi. Maksud disentralisasi adalah 

memberikan peluang terhadap aktivitas pengutusan dan pertanggung jawaban atas 

sebahagian administrasi Negara badan otonom (bukan kepada jabatan) bukan 

sekedar mengenai kewenangan dalam urursan terentu.
1
 

Disentralisasi menurut Undang–undang No. 32 Tahun 2004 adalah 

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prakarsa, wewenang dan 

                                                             
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi, di akses pada hari Jumat, 11/03/2022 jam 

23 : 17  

https://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi
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tanggung jawab tentang urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut, sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.
2
 

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan perda sangat 

penting untuk mengatur warganya agar menjadi warga Negara yang tertib dan 

sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang yang terutama berkaitan 

dengan kertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. 

Peraturan daerah dalam hal ini sebagai konsekuensi dari otonom daerah, 

yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri dan 

pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui 2 aparat 

tersendiri pula yang masih dalam kerangka Negara republik Indonesia, yaitu 

Satpol PP. Pada pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, 

TLNRI Nomor 5587) dinyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan 

Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Dalam melaksanakan 

kewenangannya alat-alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan 

hubungan demikian juga alat-alat perlengkapan daerah seperti Satpol PP juga 

menimbulkan hubungan-hubungan hukum.
3
   

 

 

 

                                                             
2
 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : 

Sinar Grapika, Cet. III, 2008), h. 3 
3
 Presiden Republik Indonbesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah, h. 138  
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Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :  

1. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat 

perlengkapan negara yang lain. 

2. Hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang- 

perseorangan (para warga negara), atau dengan badan-badan hukum swasta.”
4
  

Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai 

ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi 

pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol 

PP makin dirasakan di tengah- tengah masyarakat, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2010 Nomor 9, TLNRI Nomor 5094) 

yang menyatakan-hubungan, yang disebut hubungan hukum. Bahwa “Untuk 3 

membantu kepala daerah dalam menegakkanPerda dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.”
5
  

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seringkali harus berhadapan 

dengan masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparatur yang tidak memahami 

Perda maupun kewenangan Satpol PP sebagai Penegak Perda dan penyelenggara 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

Seperti kebijakan penataan dan penertiban peraturan daerah tentang 

ketertiban umum. Dalam hal ini Bupati Rokan Hilir telah mengesahkan Peraturan 

                                                             
4
 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indon, h. 12 

5
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, h.2 
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Daerah Rokan Hilir nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Di mana dari 

ketetapan isi perda tersebut adalah pengertian Ketentuan Umum, Subyek Dan 

Obyek Penertiban, Penyelengaraan Ketertiban Umum, Tertib Perizinan, Tertib 

Lalu Lintas Di Jalan, Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum, Tertib 

Sungai, Saluran Dan Kolam, Tertib Kebersihan Lingkungan, Tertib Usaha, Tertib 

Bangunan, Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan, Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, 

Pengawasan Pengendalian Dan Pelaksanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan 

Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
6
 

Di dalam pandangan hukum Islam, ketertiban umum juga menjadi hal 

yang sangat penting dan telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana 

membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial 

maupun politik yang dibenarkan dalam syara‟, sehingga tidak mengganggu hak-

hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. 

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan 

bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman 

Allah SWT. Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :  

 
Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”. (QS. Ar Rum 30:41) 

 

                                                             
6
 Bupati Rokan Hilir, Peraturan Daerah Rokan Hilir, Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Ketertiban Umum. h.1  
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Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, kata yabghun terambil dari kata baghyu 

yaitu pelampauan batas dalazn kezaliman. Ada yang membatasi pengertiannya di 

sini hanya dalam arti mempersekutukan Tuhan. Tetapi dari segi redaksi, kata ini 

dapat mencakup aneka kedurhakaan. Asy-Sya„rawi memberi contoh antara lain 

menggali lubang di jalan raya, membuang kotoran dan mencemarkan lingkungan. 

Walhasil segala aktivitas yang mengakibatkan sesuatu dalam keadaan tidak baik 

setelah sebelumnya baik. Ulama ini mengingatkan sabda Nabi Saw. bahwa; 

“Kebaikan yang paling cepat ganjarannya adalah kebaktiandan shilaturrahim, 

sedang keburukan yang paling cepat sanksinya adalah al-baghyu dan pemutusan 

hubungan kekeluargaan” (HR. Ibn Majah). Karena itu tulisnya lebih jauh Allah 

Swt. tidak menunda sampai ke akhiratsanksi terhadap yang membuat kerusakan, 

tetapi Dia menjatuhkan sanksi-Nya di dunia ini agar terjadi keseimbangan dalam 

masyarakat. Allah Swt. memperlihatkan kepada manusia akibat buruk yang 

dialami oleh yangmelakukan al-baghyu dan ketika itu diharapkan manusia sadar 

sehingga tidakterjadi penganiayaan dan terjadi keseimbangan dalam masyarakat.
7
 

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan, bahwa haram 

hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat 

keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang 

lain. Demikian juga Nabi Muhammad Saw. telah bersabda tentang larangan 

menganggu ketertiban umum, yang berbunyi :  

8لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 
                                                            

                                                             
7
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Lentera 

Hati, TTT), Volume 6, h.56 
8
 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Riyadh : Al-Ma‟arif, 1417 H), h. 2341 
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Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR 

Imam Ibnu Majah). 

 

Di dalam kitab Jami’ Al-Ulum Wa Al-Hikam menyebutkan bahwa 

Rasulullah Saw. menolak dharar (mudharat/bahaya) dan dhirar (menimbulkan 

bahaya) tanpa alasan yang benar.  Adapun menimpakan madharat  kepada 

seseorang dengan cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarang dalam 

hadits di atas. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah Swt. lalu 

dihukum sesuai dengan kejahatannya; atau seseorang menzhalimi orang lain, lalu 

orang yang dizhalimi menuntut balas dengan cara adil. Sebab, yang dimaksudkan 

dalam hadits di atas, ialah menimbulkan mudharat dengan cara yang tidak benar.
9
  

Hadist di atas menegaskan, bahwa haram hukumnya kita melakukan 

tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan 

melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri 

orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan jalan itu 

diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, selama dalam 

menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan kaki dan juga tidak 

boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas dan tidak mengganggu 

ketertiban umum. 

Dengan demikian, penelitian ini menjadi menarik, selain untuk mengatasi 

masalah yang sudah berlangsung lama, juga ada beberapa gejala-gejala yang 

                                                             
9
 Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman Bin Sihabuddin, Jami’ Al-Ulum Wa Al-Hikam, 

(Madinah : Muassasatu Kutubi Ats-Tsaqofiyah, 1990 M ), h. 212 
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terjadi di lokasi penelitian, yakni kemacetan yang ada di Jalan Inpres depan Pasar 

Datuk Rubiah, dan parkir tersebut juga menganggu ketertiban umum. 

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di atas, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiyah yaitu berupa 

skripsi dengan judul “PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN 

PARKIR DI   PASAR DATUK RUBIAH KECAMATAN BANGKO 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 

TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM  PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

   Agar permasalahan ini tidak meluas maka perlu rasanya untuk membatasi 

masalah yaitu Peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah 

Kecamatan Bangko dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam 

Penertiban Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, serta  tinjauan  

Fiqih Siyasah terhadap Peran Satpol PP. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam Menertibkan Parkir di Pasar Datuk 

Rubiah Kecamatan Bangko ? 

2. Apa Faktor Faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam 

menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko? 
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3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Satpol PP dalam 

menertibkan Parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berkenaan dengan potensi pelanggaran ketertiban umum di Jl. Inpres 

depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau melalu perda nomor 3 Tahun 2014 dalam hal ini, Pengawasan, 

Pengendalian dan Pelaksanaan Ketertiban Umum maka tulisan ini bertujuan 

untuk : 

a. Menganalisa upaya Satpol PP dalam menertibkan parkir di Jl. Inpres 

depan Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau  

b. Mengetahui factor yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam 

menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko 

c. Mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Satpol PP dalam 

menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah 

2. Manfaat Penelitian  

 Dari penelitian yang penulis susun secra sistematis ini, diharapkan 

memiliki mamfaat baik segi teoritis maupun praktis : 

a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini nantinya di harapakan dapat 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti mebangun, 

memperkuat atau melengkapi penelitian lain yang sudah ada, 

khusunya yang berkaitan dengan ketertiban umum. 
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b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi pejabat structural 

pemerintahan kabupaten rokan hilir di kecamatan bangko, khususnya 

mengenai parkir di badan jalan yang menganggu ketertiban umum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Peran 

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajibankewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka iang menjalankan suatu fungsi.  

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau 

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahkan mempunyai 

peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan 

oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.
10

 

 Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) 

mencakup 3 hal penting, yaitu :  

1. Peran meliputi norma-norma  yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 
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 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 5 
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2. Peran adalah suatu  konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
11

 

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur 

dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu . Mifta Thoha peranan 

sebagai suatau rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan . Jadi, 

peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kecendrungan untuk 

hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi 

antara anggota masyarat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. 

Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan 

adannya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan 

terbentuk .  Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno peranan dapat 

membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah 

sebagai berikut: 
12

 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;  

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

pengetahuan;  

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;  

4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. Peranan sosial yang ada dalam 
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 Ibid. h. 5 
12

 5J. Dwi Narwoko dan Suyatno Bagong, “Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”. 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 6 
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masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaanya peranan 

sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
13

  

a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat 

menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-

cermatnya dan penilaian ini tidak dapat ditawar dan harus 

dilaksanakan seperti yang ditentukan ;  

b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaanya lebih luwes, 

dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang 

disesuaikan mungkin tidak cocok degan situasi setempat, tetapim 

kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.  

2. Pengertian, Sejarah dan Peran Satpol PP 

a. Pengertian Satpol PP 

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah 

perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam 

menegakkan Peraturan Daerah dan penyelengarakan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 

148 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) 

kepala daerah dalam hal ini  Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan 

Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti 

khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala 
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daerah dalam ketertiban umum dan penyakit masyarakat  serta penegakan 

peraturan daerah sehingga terdampak pada upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang 

polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai 

bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol 

PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan 

Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 1 

angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

Undangan, “Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan 

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
14

 

b. Sejarah Satpol PP 

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 

Maret 1950 Moto Praja Wibawa, muntuk mewadahi sebagai ketugasan 

pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan 

pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi 

Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan 

kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen 

Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai 

dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa Yogyakarta 

untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 
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 Dirjen PUOD, Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, (Jakarta: Dirjen POUD), 

h. 4 
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November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong 

Praja.  

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk 

tanggal 3 maret 1950. Inilah awal terbentuknnya Satpol PP. dan oleh 

sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 

1960, dimulai pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar jawa  dan 

Madura, dengan dukungan para Petinggi/Militer Angkatan perang. Tahun 

1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk 

membedakan dari korps Kepolisan Negara seperti dimaksud dalam UU 

No 13/1961 tentang pokok pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama 

lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak 

pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di 

Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat 

wilayah yang melaksanakan tugas dekosentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak 

berlaku lagi, digantikan UU No. 22/1999 dan direvisi menjadi UU 

No.32/204 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudia direvisi kembali 

menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi 

Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, 

menyelengarakan perlindungan masyarakat
15
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 http//;Sejarah Satpol PP. Diakses 7 maret 2021 pukul 19:07 



 

 

 

15 

c. Peran dan Fungsi Satpol PP 

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam 

Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada 

intinya menyatakan eksitensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah 

dibentuk untuk  membantu kepala daerah menegakkan perda dan 

menyelengarakkan ketertiban  umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, 

dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula 

menegakkan perda dan menyelenggarakkan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat 

Satpol PP adalah “Perangkat” daerah yang membantu tugas kepala 

daerah dalam menegakkan perda dan peyelanggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah “ (pasal 

148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) 

kepala daerah dalam hal ini Bupati Indragiri Hilir. 

d. Sturuktur Organisasi Satpol PP 

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  

b. Sekretaris  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bidang Keuangan 

3. Sub Bagian Perencanaan Program 

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan 

1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis 
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2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pegawasan  Sektor Sosial  

Kemasyarakatan  

3. Seksi Bina PPNS dan Kajian 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian 

2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan 

3. Seksi Kerjasama  

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas 

1. Seksi Bina Aparatur 

2. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat 

3. Seksi Data dan Informasi 

f. Bidang Pemadam Kebakaran 

1. Seksi Pencegahan Kebakaran 

2. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi 

3. Seksi Pasca Kebakaran
16

 

3. Ketertiban Umum 

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. 

Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan 

tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan 

dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi 

penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. 
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 https://polpp.kulonprogokab.go.id di akses tanggal 26 Maret 2021 pukul 23:57 
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Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi 

pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan 

batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam 

“ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (rust en veiligheid). Ketiga, 

sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (goede zeden). Keempat, 

sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (rechtsorde), ataupun. Kelima, 

“keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk 

jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk 

mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.
17

 

4. Hukum Islam Tentang Ketertiban Umum  

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum 

yang diperkenalkan oleh Al-Qur‟an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, 

tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah 

SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan 

menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing- 

masing
18

 dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.
19

 

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana 

membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial 

maupun politik yang dibenarkan dalam syara‟, sehingga tidak mengganggu 

hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama 
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 Yu Un Oppusunggu, Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan 

Lembaga Ketertiban Umum, “Law, Society & Development”, Vol. II, No. 3, (Agustus – 

November, 2008), h. 3 
18

 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994) 
19

 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994) 
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manusia.
20

 Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan 

kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti 

dalam firman Allah SWT. Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :  

 
Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)”. (QS. Ar Rum 30:41) 

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat 

zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat 

kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. 

Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu‟alaihiwasallam telah 

bersabda tentang larangan menganggu ketertiban umum, yang berbunyi: 

 دار القطني و غير هما عن ابى سعيد الخدرى( )رواه ابن ماجة و 21لا ضرر ولا ضرر
Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendri dan orang lain (HR Ibnu 

Majah dan Dar Al-Quthni dan selain keduanya dari Abu Said 

Al-Khudry). 

 

Dari hadist di atas menegaskan haram hukumnya kita melakukan 

tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan 

melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri 

orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan. 

Adapun kaidah fiqih yang digunakan dalam sumber hukum di atas 

adalah : 
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 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 4 
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 Muhammad Nashiruddin al-Albani. Kitab al-Jami' ash-Shaghir no. 9899 
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 مور المسلمين محمولة على الصحة ا
Artinya : Segala urusan ummat Islam harus membawa kepada hal-hal 

yang baik
22

 

 

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam 

meskipun tujuannya yang baik, akan tetapi jika dampaknya dapat meresahkan 

terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak di 

bolehkan. 

Adapun di dalam kitab Raudhah Al Thalibin juz 5 halaman 294 adalah  

واما الشوارع فمنفعتها الاصلية الطرق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الاستراحة 
لى المارة سواء ازن فيو الامام ام لا ولو ان والمعاملة ونحوهما بشرط ان لا يضيق ع

 يظلل على موضوع  جلوسو بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارة  ونحوهما
 

Artinya : Adapun jalan, maka pemanfaatanya yang asli adalah untuk lewat. 

Boleh berdiam diri dan duduk di jalan tersebut untuk tujuan 

beristirahat, bermuamalah dan sebagainya dengan syarat tidak 

menyulitkan pengguna jalan. Hal itu dibolehkan baik mendapat izin 

dari imam maupun tidak. Diperbolehkan juga membuat tenda di 

atas tempat duduknya dengan kain atau tikar kasar asal tidak 

membahayakan pengguna jalan yang lain.
23

 

 

Dari penjelasan kitab diatas dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan 

jalan itu diperbolehkan, baik mendapat izin dari pemerintah ataupun tidak, 

selama dalam menggunakan tidak boleh mempersempit ruang untuk pejalan 

kaki dan juga tidak boleh membahayakan pengguna jalan untuk beraktivitas. 

Islam sebagai  agama  yang  sempurna  memberikan pedoman  hidup 

pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak,  dan   
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http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/hukum-bagi-pengguna-kepentingan-umum yang- 

meresahkan/ di akses pada tanggal 9 April 2019 pukul 11.05 WIB 
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 Imam Nawawi, Kitab Raudhah Al Thalibin, juz 5, t.p., t.t., h. 294 
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kehidupan masyarakat.
32

  Dalam menjalani kehidupan  bermasyarakat,
24

 

manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalat.
25

 

Allah Swt sebagai pembuat syari‟at menciptakan suatu hukum dan 

aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Syari‟at 

diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba 

sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.
26

 

Menurut al-Syatibi bahwasannya Maqāṣid al-syari’ah dalam arti 

kemaslahatan terdapat di dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa 

dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum 

yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di 

analisi melalui Maqāṣid al-syari’ah.
27

 

Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur‟an dan 

as- Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. maksud dan tujuan 

dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hikir nomor 3 tahun 2014 Tentang  

Ketertiban Umum yang diatur di dalam bab III penyelengaraan ketertiban 

umum, pasal 6 ayat 1 adalah setiap orang berhak mendapat kenyamanan 

berjalan, mengunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan 

perlindungan dari pemerintah daerah dan untuk melindungi hak sebagaimana 
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 K.H. Ali Yafi, Menggagas Fiqh Sosial, cet. ke-2 (Bandung: Mizan,1994), hal. 4 
25

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, edisi revisi (Yogyakarta: 

Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993) h.7 
26

 Ali Mutakin, “Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode Istinbath 

Hukum”, Kanun Jurnal Hukum, Volume 19, nomor 3, Agustus 2017, h. 548 
27

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid Syari’ahMenurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar 

Maqāṣid al-Syari’ah, cet.1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h.68. 
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dimaksud ayat (1) pemerintah daerah mengatur serta menertibkan pengunaan 

jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan 

serta mengatur libih lanjut mengenai pelarangan pengeporasian kendaraan 

bus/truk besarke jalan lokal/kolektor sekunder dan beroperasi di kota pada 

saat-saat tertentu. Adanya hal untuk melindungi kepentingan ini sudah 

terkandung dalam lima aspek kehidupan yang dikenal dengan sebutan 

maqāsid asy-syari’ah. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota 

Kediri”, ditulis oleh MOH. ALI BURHAN, NIM 17104153104 dibimbing 

oleh Dr. Zulfatun Ni‟mah, M.Hum. Penelitian ini di latar belakangi oleh 

pengunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini membuat 

pejalan kaki harus berjalan melewati bahu jalan dimana hal itu 

membahayakan dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi 

pejalan kaki. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan 

trotoar di kota kediri?, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat 

terciptanya ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri?, 

3) Bagaimana penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan 

trotoar di kota kediri dalam prespektif Hukum Islam?  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 

mengetahui tentang penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan 



 

 

 

22 

trotoar di Kota Kediri, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat terciptanya ketertiban umum dalam 

penggunaan trotoar di Kota Kediri, 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan 

penyelengaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di kota kediri 

dalam prespektif Hukum Islam.  

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif 

kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan 

penelahan dokumen, sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraaan ketertiban umum dalam 

penggunaan trotoar belum optimal, terbukti Satpol PP Kota Kediri belum 

mampu mengatasi gangguan ketertiban yang dilakukan PKL. 2) Adapun 

hambatan yang dialami Satpol PP Kota Kediri dalam menyelenggarakan 

ketertiban umum adalah kurangnya lahan untuk mengalihkan pedagang, 

jumlah PKL yang terlalu banyak, dan para pedagang setelah di razia akan 

kembali lagi ke lokasi tersebut. Selain itu, hambatan yang dialami dalam 

melakukan penertiban adalah banyaknya para PKL yang berasal dari luar 

Kota Kediri. 3) Ditinjau dari Hukum Islam tentang penyelenggaraan 

ketertiban umum dalam penggunaan trotoar di Kota Kediri tidak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan penggunaan jalan. Sesuai dengan pendapat 

Ulama didalam ayat Al Qur‟an Surat Yunus ayat 23, Hadist dari Sa‟id 

Sa‟id bin Malik bin Sinan Al- Khudri, pendapat Imam Nawawi dalam 
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kitab Raudhah Al Tholibin juz 5, bahwa berbuat kerusakan, keresahan dan 

mengagnggu kepentingan umum itu diharamkan, karena hal itu termasuk 

perbuatan zalim kepada orang lain. 

2. Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh: Nita Rarana Dewi, NIM: 

1516150006. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) 

Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panoraman, (2) 

Apa faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar 

Panorama.  

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan 

menyeluruh, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme 

penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu. 

Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk 

menjawab masalah tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) 

Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Bengkulu tidak 

berjalan secara maksimal dan belum sesuai denganPeraturan Daerah Kota  

Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam 

penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit 

jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. 

Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan 
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jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati 

kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan 

untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa 

dilalui kendaraan. (2) Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan 

umum Pasar Panorama adalah biaya operasional yang minim, kurangnya 

personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat, serta sanksi Perda yang terlalu ringan. 

3. PENERTIBAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR 

PAJAK INPRES KECAMATAN SIMEULEU TIMUR OLEH SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN SIMEULUE 

SKRIPSI Diajukan oleh: ADE SILVIA CENDRAKASIH Mahasiswi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena 

penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan perentukannya sehingga 

dapat mengganggu kepentingan umum. Lapak dagangan yang tidak 

teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, dan pastinya keberadaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri sudah menimbulkan 

konflik.Seperti persoalan sampah dan menutupi barang dagang Pedagang 

Umum. Rumusan masalahnya bagaimana penertiban dan penataan yang 

dilakaukan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Kecamatan lSimeulue Timur dan apa saja hambatan yang 

di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani 

Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai 
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penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue di Pasar Pajak Inpres 

terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahuai faktor pendukung 

dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan metode lapangan 

(Field Research).Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang 

di mana menggunakan motode teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara,dokumentasi yang berbentuk kata, kalimat, gambar 

dan skema melalui pengamatan langsung ke lokasi.Hasil penelitian 

menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima sejauh ini sudah cukup 

oprasional. Untuk penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Satuan 

Polisi Pamong Praja yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang 

diizinkan, menyediakan kios/ lapak bagi para pedagang. Sejauh ini 

kegiatan keamanan dan ketertiban pasar pajak inpres belum cukup baik 

yang terlihat dari penyuluruhan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar pajak 

inpres yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung 

dari dinas pasar serta partisipasi parah Pedagang Kaki Lima dan 

masyarakat. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang menghasilkan data deskritif yang berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat  diamati dari subjek bahasannya. Artinya penelitian ini akan 

dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan 

seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang berlaku. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di depan Pasar Datuk Rubiah, 

Kecamatan Bangko. Karena badan jalan telah dipakai untuk memarkirkan 

kendaraan bermotor sehingga mengganggu ketertiban umum yaitu kemacetan 

yang telah berlangsung lama. 

 Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah 

Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.  Satpol PP adalah 

lembaga teknis daerah yang berwenang dalam penertiban tersebut. Disebabkan 

itu, peran Satpol PP menjadi permasalahan dalam penelitian ini.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

  Subjek  penelitian ini adalah petugas Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Bagan Siapi Api yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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2. Objek Penelitian 

  Adapun objek dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi 

Pamong PrajaSatpol dalam menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah 

menurut Perda no 03 Tahun 2014 dalam perspektip fiqih siyasah. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki 

karakeristik yang telah yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian 

guna dipelajari dan ditarik kesimpulan.
28

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah Satpol PP dan Masyarakat. 

2. Sampel 

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga, 

sampel adalah representasi dari populasi.
29

 Adapun sampel dalam penelitian 

ini adalah 4 orang Satpol PP, yaitu 1 orang Sekretaris Satpol PP, 1 orang 

Kabid Satpol PP, 2 orang petugas Satpol PP, 2 Petugas Parkir, 4 Masyarakat 

sebagai pemarkir Pasar datuk Rubiah. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan populasi yaitu sample dalam penelitian ini 10 orang atau 

sebanyak populasi tersebut. Sample jenis ini disebut juga dengan sebutan 

“total sampling”. 

  

                                                             
28

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-3, h. 163 
29

 Ibid. h.166 
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E. Sumber Data   

 Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh  Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data 

adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-

data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua sumber 

data primer dan sekunder. 

1. Data Primer  

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian 

dilapangan yang dilakukan dengan cara observasi seperti data tentang perda 

No 3 Tahun 2014, serta wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk 

mendapatkan data primer dalam hal ini data yang diperoleh adalah data 

langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data pendukung ,dan data tersebut diperoleh dari 

literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.  

 

F. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling 

penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. 

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki 

kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan 

harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian 

kualitatif, beberapa metode pengumpulan data. 
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1. Observasi 

Obsevasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari 

perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam 

kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai 

kehidupan sosial atau salah satu aspeknya. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh 

informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman 

wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang teliti. Hal ini 

bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen. 

 

G. Teknik Analisa Data   

Analisis data adalah cara menganalisi data penelitian, termasuk alat-alat 

statistic yang relavan untuk di gunakan dalam penelitian. Teknik Analisis data 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu 

mengidentifikasikan secara sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen-

dokumen yang membuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan 

masalah penelitian.  Proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan 

tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha 

untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dalam penelitian ini Metode 
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berfikir yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode 

yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah 

yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. 

Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai 

yang terdapat dalam data. 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadiadan 

kesatuan kenyataan. Sedangkan pengolahan data adalah : Serangkaian operasi 

atau informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang 

diinginkan. Teknik pengelolaan data dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam 

hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak 

berlebihan tanpa kesalahan. 

2. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda 

menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis mengunakan 

sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokan pokok 
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bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan. Landasan teori untuk 

menyusun skripsi ini. Yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan menfaat 

penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II  : Tinjauan terhadap ketertiban umum, Fiqih Siyasah 

tentang ketertiban   umum dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (SATPOL PP). 

BAB III : Deskripsi pengawasan, Pengendalian dan Pelaksanaan 

Ketertiban   Umum oleh Pemkab Rokan Hilir No 3 

Tahun 2014, Menjelaskan perda Satpol PP, Keamanan 

dan ketertiban umum dalam Islam.  

BAB IV  :  Analisis Perda No 3 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah 

terhadap ketertiban umum dalam hal jalan umum dan 

tempat parkir. 

BAB V  :   Berisi kesimpulan dan sarana 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko 

Kabupaten Rokan Hilir tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai 

dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam 

penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan 

yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. 

Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan 

jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati 

kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan 

untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui 

kendaraan. 

2. Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Datuk Rubiah 

yaitu biaya operasional yang minim, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat. 

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pengutipan peran Satpol PP dalam 

menertibkan parkir di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko Kabupaten 

Rokan Hilir berdasarkan peraturan daaerah Rokan Hilir nomor 03 tahun 2014 

tentng Ketertiban Umum yaitu sesuai dengan siyasah dusturiyah. Oleh karena 
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itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan 

masukan-masukan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah yang berwenang untuk penertiban parkir di tepi jalan 

umum dalam pengawasan dan penertiban kepada petugas parkir harus lebih 

tegas dan ditingkatkan agar tidak terjadinya kemacetan dan masyarakat bisa 

menikmati jalan lalu lintas secara nyaman serta membuat taman zona khusus 

parkir agar tidak parkir di tepi jalan umum yang memakan badan jalan 

sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membuat marka jalan untuk 

memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui 

kendaraan. 

2. Bagi Petugas Parkir hindari pemungutan retribusi yang melebihi ketentuan 

dan peraturan yang ada serta lebih meningkatkan pelayanan parkir agar 

masyarakat bisa menikmati kepuasan dalam memarkirkan kendaraan. 

3. Bagi pengguna jasa parkir dan pengguna jalan hendaknya bisa bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah serta Juru Parkir dan meningkatkan kesadaran diri 

akan pentingnya kenyamanan parkir dan lalu lintas. 
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